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Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Umum Legislatif 
2014 di Kota Makassar, dibimbing oleh Muhadar sebagai pembimbing 
I dan Amir Ilyas sebagai pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam proses 
penanganan tindak pidana pada pemilihan umum legislatif 2014 di kota 
Makassar , untuk mengetahui implementasi Undang – Undang Nomor 8 
Tahun 2012 tentang proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif 
dan mengetahui kedudukan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum 
Terpadu) dalam proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif Tahun 
2014 di kota Makassar .  
Penelitian ini dilakukan di Panitia Pengawas Pemilihan Umum kota 
Makassar,  Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri 
Makassar , dan Pengadilan Negeri Makassar dengan sumber data primer 
dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan 
menganalisis data yang diperoleh secara yuridis kualitatif kemudian 
disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan 
menggambarkan mengenai penanganan tindak pidana pemilu legislatif 
2014 di kota Makassar. Berdasarkan analisa terhadap data dan fakta yang 
telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan, Implementasi 
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus terwujud dengan ketentuan 
Undang – Undang yang unsur – unsur didalamnya telah ada 
pembuktiannya untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Pilihan 
terhadap sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha 
mengantisipasi akibat – akibat dari kompleksitas faktor secara 
komprehensif , kemudian proses penanganannya oleh sentra gakkumdu 
yang merupakan forum kesepahaman antara tiga lembaga terkait yakni 
panwaslu, kepolisian , dan kejaksaan yang menerima serta menangani 
temuan dan laporan yang telah panwaslu terima sebelumnya dari 
masyarakat , sehingga dari kesepakatan ketiga lembaga tersebut untuk 
menindaklanjuti temuan atau pelaporan pidana Pemilu.  
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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
berkat dan inayah-Nya sehingga segala halangan yang penulis hadapi 
dalam merampungkan skripsi ini dapat penulis hadapi dengan berbesar 
hati dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan 
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A.  Latar Belakang Masalah  
Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi 
ditangan rakyat. Berdasarkan Pancasila tujuan Negara Republik Indonesia 
adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia 
merupakan negara hukum dengan ciri – ciri sebagai negara modern yang 
berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Pemilihan 
umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara 
demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum 
akan mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia 
sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat 
dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang 
profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.  
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk 
mengisi jabatan politik tertentu. Sistem Pemilihan Umum memiliki 
mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil yang dijamin 
sejumlah perundang – undangan.  
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945  menyatakan bahwa "kedaulatan berada 
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar".  
 
Makna dari ”kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini 
ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan 
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kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan 
membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan 
masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya 
pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan 
melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat 
untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan 
pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-
undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan 
anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-
fungsi tersebut.  
Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum 
dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang 
artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang 
duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di 
setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Konsep suatu 
perwakilan adalah seseorang atau kelompok mempunyai kemampuan 
atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama rakyat atau 
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suatu kelompok yang lebih besar sehingga anggota legislatif nantinya 
akan mewakili rakyat melalui partai politik.  
Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak 
untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak 
hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum 
mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh 
bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi suku, agama, ras, golongan, 
jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga 
negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa 
tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, 
setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat 
memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan 
suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh 
pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan 
tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, 
penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta  pemilu, pengawas 
pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus 
bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang 
sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.  
Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945 
maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur lima 
tahun dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas 
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penyelenggaraan pemilu. Sejak zaman orde lama hingga orde baru ini. 
Pemilihan umum telah dilaksanakan salah satunya pemilihan umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pelaksaan pemilu yang dari tahun 
ke tahun tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran, baik 
pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa 
tindak pidana.  
Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya 
mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak 
pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini 
disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi 
perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan Negara 
demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarkan pemilu. 
Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan 
semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu. 
Selanjutnya dengan harapan bahwa dengan adanya Undang – Undang 
Nomor  8 Tahun 2012 sebagai Undang – Undang terbaru  tentang pemilu 
anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai aturan pelaksanaan pemilu yang 
telah disempurnakan dari Undang – Undang sebelumnya. Undang – 
Undang ini telah mengantisipasi apabila terjadi tindak pidana dan 
ditegaskan bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan 
perkara tindak pidana pemilu yakni panitia Pengawas pemilu (panwaslu), 
Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. 
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Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu 
yang menyangkut pidana maka Panwaslu , Kepolisian, dan Kejaksaan 
membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), 
payung hukumnya adalah kesepahaman bersama antara Jaksa Agung 
Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua 
Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Keanggotaan Sentra Gakkumdu di 
tingkat Pusat terdiri dari Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Umum dan Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu 
Bawaslu. Ditingkat provinsi terdiri dari Direktur Reskrim/Umum, Asisten 
Pidana umum Kepala Kejaksaan Tinggi, Koordinator Bidang Hukum dan 
Penanganan Pelanggaran pemilu Panwaslu Provinsi. Dan ditingkat 
kabupaten/kota anggotanya adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal, 
Kepala Seksi Pidana Umum dan Koordinator bidang Hukum dan 
Penanganan Pemilu Panwaslu Kabupaten/Kota.  
Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal 
yang paling menentukan dalam melaksanakan pemilu yang bersih dan 
berwibawa serta merupakan hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar 
penerapannya demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu. 
Sejumlah tindak pidana ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu 
baik pemilu yang berskala nasional maupun yang berskala lokal seperti 
halnya di kota Makassar ini hingga mencederai proses demokrasi itu 
sendiri. Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa 
perkembangan.  Perkembangan yang cukup drastis di dalam Undang-
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Undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak 
pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan 
sekaligus dengan sanksi penjaranya. 
 Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan 
mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki 
mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan 
pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu 
ke waktu. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengganti landasan 
hukum penyelenggaraan pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif 
dan sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam 
penyelenggaraan pemilihan umum dari setiap lima tahun. Penyelesaian 
terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan 
yang ada berlangsung dalam Sistem Peradilan Pidana. Penyelesaian di 
luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika 
dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, 
tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan. Dapat dikatakan 
bahwa tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan 
terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu 
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singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk 
melindungi proses demokrasi melalui Pemilu.  
Sesuai amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan  Pemilu 
untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih 
berkualitas. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang – 
Undang serta peraturan yang khusus  tentang pelaksanaan pemilu supaya 
dapat berjalan dengan baik namun masih saja ada pelanggaran dan 
kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh 
penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu 
sendiri. Kasus – kasus itu dapat kita lihat dan jumpai pada saat atau 
setelah Pemilihan Umum legislatif 2014 berlangsung.   
Dengan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis 
tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap 
Penanganan Tindak Pidana pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di 











B.  Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang penulis akan kaji dalam 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Bagaimana implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang pemilihan umum pada proses penanganan tindak pidana 
pemilu legislatif Tahun 2014 di Kota Makassar ? 
2. Bagaimana kedudukan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan 
Hukum Terpadu) dalam proses penanganan tindak pidana pemilu 
legislatif Tahun 2014 di kota Makassar ? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui implementasi Undang – Undang Nomor 8 
Tahun 2012 tentang pemilihan umum pada proses penanganan 
tindak pidana pemilu legislatif Tahun 2014 di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui kedudukan Sentra Gakkumdu (Sentra 
Penegakan Hukum Terpadu) dalam proses penanganan tindak 
pidana pemilu legislatif Tahun 2014 di kota Makassar. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum pada 
umumnya dan mahasiswa yang mengambil program Hukum pidana 
pada khususnya.  
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2. Menjadi masukan sekaligus kritikan pada pelaku tindak pidana 
pemilu serta pihak penegak hukum terkait seperti Panitia 
Pengawas Pemilu ( Panwaslu ) dan Kepolisian Kota Makassar. 
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat 
umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan – persoalan 


















A. Pengertian  
Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah 
adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan 
berkesinambungan melalui pemilihan umum. Untuk lebih memahami 
tentang pemilihan umum legislatif serta tindak pidana yang dilakukan 
dalam penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk negara yang demokrasi 
bahwa rakyat adalah peegang kedaulatan negara, maka seyogyanya kita 
memahami pengertian dari pemilihan umum, komisi pemilihan umum 
(KPU), tindak pidana dan tindak pidana pemilu. 
1) Pemilihan Umum (Pemilu) 
Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) 
menegaskan bahwa Pemilihan Umum , selanjutnya disebut Pemilu, 
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara 
langsung , umum, bebas, rahasia, jujur , dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik IndonesiaTahun 1945. 1 Pengertian pemilu menurut para ahli :2 
a. Menurut Ramlan Pemilu diartikan sebagai “ mekanisme 
penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan 
kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. 








b. Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan, pemilu 
merupakan: “Elections are the accostions when citizens 
choose their officials and cecide, what they want the 
government to do. ng these decisions citizens determine 
what rights they want to have and keep.” 
c. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: 
“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi 
rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas 
yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu 
sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi 
yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam 
MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk 
bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan 
jalannya pemerintahan negara”. 
d. Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum (yang 
selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang 
dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai 
hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam 
Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan 
Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”. 
e. Menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik 
untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga 
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negara dalam proses memilih sebagian rakyat pemimpin 
pemerintah.3 
Pada Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
Berdasarkan ketentuan umum : 
pasal 1 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan “Pemilu 
Anggota DPR, DPD dan DPRD” adalah pemilu untuk memilih 
anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD 
kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPR, DPD, dan DPRD yang 
selanjutnya dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia. Calon anggota legislatif dari partai politik yang telah dicalonkan 
namanya dalam penyelenggaraan pemilu dan dipilih secara langsung oleh 
rakyat. Apabila telah terpilih menjadi anggota legislatif maka yang 
memegang amanah itulah yang akan memperjuangkan hak – hak serta 
kepentingan rakyat .Dilain pihak implementasinya pemilu juga merupakan: 
4 
a. Elemen sentral dalam proses rekruitmen sistem partai politik 
modern; 
                                                          
3
Dedi Mulyadi, Perbandingan tindak pidana pemilu legislatif dalam perspektif hukum di 
Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, September 2013, Hlm 57 
4
 Ibid, hlm. 57 
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b. Titik penyeimbang antara kebutuhan akan sirkulasi elit di 
satu sisi, dengan keperluan adanya jaminan kontinyuitas 
sistem disisi yang lain; 
c. Salah satu ukuran terpenting bagi derajat partisipasi politik di 
sebuah negara modern; 
d. Indikator mulai bekerjanya energi reformasi di negara yang 
sedang mengalami transisi dari otoritarianisme seperti 
Indonesia. 
Setelah uraian pengertiannya, maka dapat diketahui tujuan dari 
pemilihan umum legislatif itu sendiri yakni memungkinkan terjadinya 
peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Untuk melaksanakan 
kedaulatan rakyat, dan dalam rangka melaksanakan hak – hak asasi 
warga negara. Berdasarkan proses dalam penyelenggaraan pemilu 
tersebut tidak akan lepas dari suatu kecurangan dan pelanggaran –
pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. 
2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan yang mandiri 
dalam arti tidak dibawah kekuasaan lembaga Negara yang lain. Komisi 
Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang 
menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU sangat memegang 
peranan penting sebagai penyelenggara demokrasi bagi rakyat. Karena 
itu untuk menyelenggarakan pemilu, tidak perlu lagi pemerintah 
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menerbitkan aturan pelaksanaannya, kecuali yang bersifat administratif 
untuk memperlancar kesiapan teknis karena fungsi sekretariat masih 
ditangan pemerintah.  
Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah ketentuan 
mengenai pemilihan umum dalam Undang – Undang Dasar 1945. 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih 
kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan 
rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945 , maka lebih 
menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima 
tahun) maupu mejamin proses dan mekanisme serta kualitas 
penyelenggaraan pemilu yaitu langsung , umum, bebas , dan rahasia 
(luber) serta jujur dan adil (jurdil). Ketentuan mengenai pemilu diatur 
dalam Pasal 22 E UUD 1945 yakni sebagai berikut:5   
1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsug, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 
2) Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah partai politik. 
4) Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan. 
                                                          
5
 Ni‟Matul Huda, Hukum Tata Negara, PT.Raja Grafido Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, 
2010, hlm. 225 
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5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 
6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 
undang – undang.  
KPU menyelenggarakan tugas dan wewenangnya berdasarkan 
Perundang – undangan sesuai dengan tahapan yang benar pada proses 
penyelenggaraan pemilu. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden 
Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum 
dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi 
Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan 
Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :6 
a) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan 
Umum; 
b) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik 
yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; 
c) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya 
disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan 
Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat 
Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; 
d) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD 
II untuk setiap daerah pemilihan; 





e) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua 
daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; 
f) Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta 
data hasil Pemilihan Umum; 
g) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. 
Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan 
KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) 
tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem 
Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meskipun tugas utama 
yang dilakukannya sebagai pelaksana pemilihan umum (bukan pengawas 
pemiihan umum, tetapi ternyata KPU juga menyusun dokumen mengenai 
pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum. Ada dua dokumen penting 
yang disusun KPU berkaitan dengan hal ini, yaitu dokumen pertama 
adalah buku inventarisasi pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Umum 
dan dokumen kedua adalah buku evaluasi pelanggaran dan kecurangan 
Pemilihan Umum. Perbedaan kedua dokumen ini sudah menggambarkan 
perbedaan sifat dari data yang disajikan, yang pertama berisi inventarisasi 
yang menguraikan masalah, tempat kejadian serta keterangan dari tiap 
kejadian. Sementara dokumen kedua berisi evaluasi dari peristiwa 
pelanggaran dan kecurangan yang menguraikan siapa pelaku dari 
pelanggaran atau kecurangan itu, kapan dan dimana terjadinya , uraian 
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tindak pidana, jenis tindak pidana , pasal yang dilanggar , dan barang 
bukti yang ada. 7  
3) Tindak Pidana Pemilu 
Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang tindak pidana pemilu , 
perlu penulis uraikan dalam bagian ini agar kita memahami terlebih dahulu 
pengertian tindak pidana.  
A. Pengertian Tindak Pidana 
Hukum pidana adalah hukum yang bertumpu pada perbuatan 
yang dapat dipidana atau yang dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan 
yang dapat dipidana tersebut merupakan objek dari ilmu pengetahuan 
hukum pidana dalam arti luas. Perbuatan jahat yang subtansinya harus 
dibedakan menjadi dua 2 (dua) macam yaitu : 8 
a. Perbuatan jahat sebagai ekses/gejala masyarakat yang 
dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam 
masyarakat (social verschijnsel), ialah setiap perbuatan 
manusia yang telah melanggar/menyalahi norma – norma 
dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan 
memiliki dampak negatif yang meluas adalah arti dari 
“perbuatan jahat” dalam arti kriminologi.  
b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (strafrechtelijk 
misdaadsbegrip). Perbuatan ini terwujud dalam arti in 
abstacto dalam berbagai peraturan – peraturan hukum 
pidana.   
Instrumen hukum ( pidana ) secara efektif dilaksanakan dengan 
law enforcement atau penegakan hukum merupakan antisipasi atau 
kejahatan. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah 
                                                          
7
 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 
2006, hlm. 70 
 
8
 Sudarto, Hukum Pidana 1, ( Semarang, Yayasan sudarto ), 1990, hlm. 38 
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strafbaar feit. Akan tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia dikenal istilah - istilah yang tidak seragam dalam 
menterjemahkan strafbaar feit. Adapun beberapa istilah-istilah yang 
dipergunakan didalam bahasa Indonesia antara lain : 
1. Peristiwa pidana; 
2. Perbuatan pidana; 
3. Tindak pidana; 
4. Pelanggaran pidana. 
 
Dari beberapa istilah diatas yang paling popolar dipakai adalah 
istilah tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada beberapa buku hukum 
pidana, serta peraturan perundang-undangan hukum pidana yang pada 
umumnya mempergunakan istilah tindak pidana. Namun ada beberapa 
sarjana yang mempergunakan istilah lain. Para pakar asing Hukum 
Pidana menggunakan istiah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau 
Peristiwa Pidana, dengan istilah : 
1. STRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana; 
2. STRAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan Perbuatan 
Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana 
Jerman; dan 
3. CRIMINAL ACT diterjemahkan dengan istilah Perbuatan 
Kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri 
atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit.Yang masng-masing memiliki arti: 
1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,  
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2.  Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,  
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana.Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana).9 
Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan 
perbuatan pidana atau tindak pidana, berikut penulis kemukakan 
beberapa pandangan pakar hukum pidana antara lain yaitu, R. Tresna  
menjelaskan bahwa :10 
Strafbaar feit atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau 
rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan 
undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap 
perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.  
J.E Jonkers menyebutkan bahwa : 
1. Strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat 
diancam pidana oleh Undang-undang; 
2. Strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum 
berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
                                                          
9
 Amir Ilyas. Asas – Asas Hukum Pidana. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta. 2012. 
Yogyakarta. Hlm. 19 
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Pengertian tindak pidana, sebagaimana menurut Wirjono 
Prodjodikoro, bahwa :11 
Tindak pidana atau dalam Bahasa strafbaarfeit, yang 
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek van 
Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(selanjutnya disebut KUHPidana), yang sekarang berlaku di 
Indonesia ada istilah dalam nahasa asing, yaitu delict yang 
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum 
pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak 
pidana. 
 
Pandangan diatas tampak lebih setuju dengan istilah 
strafbaarfeit yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang 
pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang 
berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, 
demikian pula yang dikemukakan oleh Tresna, sebagai berikut :12 
Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 
manusia yang bertentangan dengan UU atau peraturan 
perundang-perundangan lainnya terhadap perbuatan mana 
diadakan tindakan pemidanaan. 
 
Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang 
berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya 
diancam pidana. Lanjut Simons mengartikan “strafbaarfeit (terjemahan 
harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang 
berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu 
                                                          
11
 Wirjono Prodjodikoro. 2011.  Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Refika 
Aditama. Bandung. Hlm. 59 
12
 Rusli Effendy. 1986. Azas-Azas Hukum Pidana. Lembaga Percetakan dan Penerbitan 




bertanggung jawab”. 13 Menurut Van Hamel pengertian strafbaarfeit 
adalah :14 
Perbuatan manusia yang diuraiakan oleh undang-undang, 
melawan hukum, strafwaardiq (patut atau bernilai untuk 
dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (enaan schuld te 
wijten). 
 
Pengertian strafbaarfeit yang dikemukakan oleh Simons, 
tampaknya lebih menekankan padan adanya kesalahan yang meliputi 
kesengajaan (dolus), alpa, dan kelalaian (culpa lata), sementara Van 
Hamel mengartikan strafbaarfeit jauh lebih luas, selain kesengajaan, 
kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bartanggung jawab, bahkan, 
Van Hamel menilai istilah strafbaarfeit tidak tepat, dan yang lebih tepat 
adalah strafwaardigfeit. Dalam hal ini tindak pidana yang dimaksudkan 
lebih mendekati tindak pidana pada saat berlangsungnya suatu pemilihan 
umum ataupun setelah diselenggarakannya pemilihan umum khususnya 
pemilihan umum legislatif.   
B. Pidana Pemilu 
Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Indonesia yang merupakan kitab undang – undang warisan dari masa 
penjajahan belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak 
pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.15  Salah satu 
pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme 
                                                          
13
 Andi Zainal Abidin. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta. 1995. Hlm 224 
14
 Ibid, hlm. 225 
15
 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 
Januari 2006, hlm. 11 
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penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan 
melalui pemilihan umum. Sedangkan pengertian pemilihan umum menurut  
Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk 
mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses 
memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.16  
Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu baik dalam Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2008 maupun dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2012 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak 
pidana. Padahal dalam penyusunan naskah Undang-undang hal-hal yang 
menyangkut ketentuan umum mestinya diberikan defenisi dalam 
ketentuan-ketentuan umum di bagian awal (misalnya dalam Pasal 1). 
Pengertian tindak pidana pemilu dalam  kepustakaan sebagaimana 
dikemukakan oleh Djoko Prakoso,17 tindak pidana pemilu adalah setiap 
orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja 
melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu 
jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-
undang.  Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat 
sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana  dalam 
Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-
halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan 
sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu 
                                                          
16
 Paimin Napitupulu, Peran dan Pertanggung jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI 
Jakarta, Desertasi, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 71 
17
 Djoko Prakoso, 1987, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta, Sinar Harapan, Hlm. 148. 
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memang amat luas cakupannya, meliputi  semua tindak pidana yang 
terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana 
biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi 
dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso,18 
memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi: 
1. Semua tindak pidana yang berkaitan 
dengan  penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam 
Undang-undang Pemilu. 
2. Semua tindak pidana yang berkaitan 
dengan  penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam 
maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam 
Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP). 
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk 
pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan 
dan sebagainya. 
Pengertian pertama merupakan defenisi yang paling sempit dari 
ketiga pengertian di atas, tetapi sekaligus pengertian yang paling tegas 
dan fokus, yaitu hanya tindak pidana yang diatur dalam Undang – Undang 
Pemilu saja. Dengan cakupan seperti itu maka orang akan dengan muda 
mencari tindak pidana pemilu yaitu di dalam Undang-undang Pemilu. 
                                                          
18
 Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 1. 
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Berkenaan dengan masalah tersebut maka Dedi Mulyadi, 19 melakukan 
redefenisi tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana pemilu 
menjadi dua kategori: 
1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana 
yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada 
tahapan penyelenggaraan  pemilu baik yang diatur dalam 
Undang-Undang pemilu maupun dalam Undang-Undang 
tindak pidana pemilu. 
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana 
yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap 
penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam Undang-
Undang Pemilu maupun dalam Undang-Undang Tindak 
Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu 
melalui Peradilan Umum. 
B. Tugas dan Wewenang Pihak yang terlibat dalam Penanganan 
Tindak Pidana Pemilu 
1. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 
Kegiatan saat pemantauan penanganan pelanggaran pemilihan 
umum yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang 
dilakukan itu mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan secara 
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 Dedi Mulyadi, 2012,  Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di 
Indonesia dalam Perspektif Indonesia, Jakarta, Gramata Publishing, Hlm. 418 
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benar, adil, dan konsisten sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 
Memantau apakah benar diberlakukannya hukum pada saat terdapat 
tindak pidana pemilu atau tidak. Menurut Undang – Undang Nomor 8 
Tahun 2012 disebutkan adanya disebut Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu 
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu 
Lapangan , dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dengan adanya pihak 
tersebut kita juga harus mengetahui kedudukan dan perannya. Masing – 
masing pengertiannya terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yaitu : 
(1)  Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, 
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(2)  Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut 
Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu 
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
provinsi. 
(3)  Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya 
disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang 
dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota. 
26 
 
(4)  Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut 
Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh 
Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain. 
(5) Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk 
oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 
(6) Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk 
oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 
Pemilu di luar negeri. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas 
yang diberikan itu berbeda – beda dan memiliki tanggungjawab yang 
berbeda pula. Menurut peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
mekanisme pengawasan pemilu , yang dimaksud dengan pengawasan 
pemilu adalah kegiatan mengkaji, mengamati, dan menilai proses 
penyelenggaraan pemilu sesuai dengan perundang – undangan. 
Sedangkan tujuan dari pengawasan pemilu adalah untuk menjami 
terselenggaranya pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara 
langsung , bebas, rahasia, jujur , adil , dan berkualitas serta 
dilaksanakannya peraturan perundang – undangan mengenai pemilu 
anggota DPR, DPD, dan DPRD secara menyeluruh. 20 sedangkan tugas 
                                                          
20 Badan Pengawas Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2008, Pasal 3 
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dan wewenang Bawaslu, Panwaslu Provinsi , dan Panwaslu 
Kabupaten/Kota yakni : 
 
a) Bawaslu 
1. Tugas :  
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah    
provinsi yang meliputi:21 
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan 
dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih 
tetap; 
2.  Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata 
cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, dan pencalonan gubernur; 
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon 
gubernur; 
4. Penetapan calon gubernur; 
5.  Pelaksanaan kampanye; 
6.  Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 
7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan 
penghitungan suara hasil Pemilu; 
8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah 
kerjanya; 
9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang 
dilakukan oleh KPU Provinsi; 
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, 
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 
11.  Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur; 
 
b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi 
arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga 
kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan 
oleh Bawaslu dan ANRI; 
 
                                                          
21
 http://bawaslu-kalbarprov.go.id  
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c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; 
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi 
untuk ditindaklanjuti; 
e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi 
kewenangannya kepada instansi yang berwenang; 
f.  Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan 
adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 
tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu 
di tingkat provinsi; 
 
g.  Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 
tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, 
sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti 
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 
tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung; 
 
h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; 
dan 
i.   Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 
undang-undang. 
2.  Wewenang : 
a.  Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan 
sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; 
dan 
b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas 
temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung 




B.  Panitia Pengawas Pemilu Provinsi 
1. Tugas : 
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah 
provinsi yang meliputi:22 
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data 
kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara 
dan daftar pemilih tetap; 
 
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata 
cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur; 
 
3.  Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 
calon gubernur; 
 
4.  Penetapan calon gubernur; 
5.  Pelaksanaan kampanye; 
6.  Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 
7.  Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan 
penghitungan suara hasil Pemilu; 
8.  Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di 
 wilayah kerjanya; 
9.  Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota 
 yang dilakukan oleh KPU Provinsi; 
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,    
 Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 





11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan 
 Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan 
 gubernur; 
b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi 
arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga 
kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan 
oleh Bawaslu dan ANRI; 
c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; 
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi 
untuk ditindaklanjuti; 
e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi 
kewenangannya kepada instansi yang berwenang; 
f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan 
adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 
tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu 
di tingkat provinsi; 
g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 
tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, 
sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti 
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 
tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung; 
h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; 
dan 




2. Wewenang :  
a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan 
sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; 
dan 
b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas 
temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung 
unsur tindak pidana Pemilu. 
 
C.  Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota 
1. Tugas : 
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah 
kabupaten/kota yang meliputi: 23 
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan 
danpenetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih 
tetap;   
 
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 
pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
DaerahKabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;   
 
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;   
4. Penetapan calon bupati/walikota;   
5. Pelaksanaan kampanye;   
6. Pengadaan logistik Pemilu danpendistribusiannya;   
7. Pelaksanaan pemungutan suara danpenghitungan suara hasil 
Pemilu;   





8. Mengendalikan pengawasan seluruh prosespenghitungan 
suara;   
9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampaike PPK;   
10.Proses rekapitulasi suara yang dilakukan olehKPU 
Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;   
11.Pelaksanaan penghitungan dan pemungutansuara ulang, 
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan  
12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan 
bupati/walikota;   
 
b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; 
Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa 
penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak 
pidana;   
 
c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU 
Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;   
d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi 
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;   
e. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan 
adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 
tahapan penyelenggaraan  Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu 
di tingkat kabupaten/kota; 
   
f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 
tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU 
Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU 
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 
mengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraaPemilu 




h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; 
dan   
i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.   
 
2. Wewenang : 
a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan 
sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; 
 
b.  Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas 
temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung 
unsur tindak pidana Pemilu.  
 
D.  Panitia Pengawas Kecamatan 
1. Tugas :  
b. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah 
kecamatan yang meliputi: 24 
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan 
danpenetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih 
tetap;  
 
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata 
carapencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kecamatan dan pencalonan bupati/walikota;   
 
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kecamatan dan calon bupati/walikota;   
 
4. Penetapan calon bupati/walikota;   
 
5. Pelaksanaan kampanye;   
 





6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;   
 
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara 
hasil Pemilu;   
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan 
suara;   
 
9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampaike PPK;   
 
10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU 
Kecamatan; 
 
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, 
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan  
 
12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kecamatan dan pemilihan bupati/walikota;   
 
c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; 
d.  Menyelesaikan temuan dan laporan 
sengketapenyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung 
unsur tindak pidana; 
 
e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU 
Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; 
f. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi 
kewenangannya kepada instansi yang berwenang; 
g. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan 
adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 
tahapan penyelenggaraan  Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu 
di tingkat kecamatan; 
 
h. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 
tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kecamatan, 
sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kecamatan yang 
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 
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terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang 
berlangsung; 
 
i. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; 
dan 
 
j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.   
 
2. Wewenang : 
a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan 
sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; 
 
b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas 
temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung 
unsur tindak pidana Pemilu.  
 
E. Pengawas Pemilu Lapangan  
1. Tugas dan Wewenang : 
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat 
desa/kelurahan yang meliputi :  
1. Pelaksanaan pemuthakiran data pemilih berdasarkan data 
kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara , 
daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 
 
2. Pelaksanaan kampanye; 
 
3. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya; 
 
4. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara 
disetiap TPS; 
 




6. Pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS yang 
ditempelkan di sekretariat TPS; 
 
7. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; 
 
8. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang , 
pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. 
b. Menerima laporan dugaaan pelanggaran terhadap tahapan 
penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara 
Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
 
c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan adanya pelanggaran 
terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana 
yang dimaksud pada huruf b,kepada instansi yang 
berwenang; 
 
d. Menyampaikan laporan dan laporan kepada PPS dan KPP 
untuk ditindaklanjuti; 
e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas 
temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang 
mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 
 
f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; 
dan 
g.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 
Panwaslu Kecamatan.  
 
F.  Pengawas Pemilu Luar Negeri 
1. Tugas dan Wewenang : 
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di luar negeri 
yang meliputi :  
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1. pemuthakiran data pemilih berdasarkan data kependudukan 
dan penetapan daftar pemilih sementara , daftar pemilih hasil 
perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 
2. pelaksanaan kampanye; 
3. perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya; 
4. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara 
disetiap TPSLN; 
5. pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPSLN; 
6. pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS yang 
ditempelkan di sekretariat TPSLN; 
7. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN; 
8. pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang , 
pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. 
b. Menerima laporan dugaaan pelanggaran terhadap tahapan 
penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara 
Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
 
c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan adanya pelanggaran 
terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana 
yang dimaksud pada huruf b, kepada instansi yang 
berwenang. 
 
d. Menyampaikan laporan dan laporan kepada PPLN dan 
KPPSLN untuk ditindaklanjuti. 
e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas 
temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang 
mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 
 




g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 
Panwaslu Kecamatan.  
Setelah diuraikan diatas tentang tugas dan wewenang bawaslu 
beserta panwaslu sebagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 
pemilu sehingga panwaslu dapat bekerja untuk mengawasi jalannya 
pemilu berdasarkan Undang – Undang. Sangat minim apabila pemilihan 
umum khususnya Pemilihan Umum Legislatif ini berjalan dengan 
sebagaimana mestinya, pasti akan terdapat pelanggaran didalamnya 
seperti adanya tindak pidana yang membuat panwaslu untuk lebih aktif 
lagi terhadap pelaksanaan pemilihan umum legislatif ini. Tujuan dan 
maksud dibentuknya panwaslu ini lebih tepatnya untuk menjamin pemilu 
yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan pemilu legislatif yang 
berkualitas.  
 
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian 
Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian 
sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda 
politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas 
merupakan indikator negara demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, 
untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan 
perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap 
tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian 
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dalam menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang berunsur 
pidana sesuai undang-undang.  
Di Negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah 
proses yang dapat bebas seratus persen dari permasalahan, 
penyimpangan, hingga yang memiliki unsur pidana. Mengenai kepolisian 
diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat , menegakkan hukum 
serta memberikan perlindungan , pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri dalam hal ini 
keamanan pada saat pemilihan umum legislatif berlangsung. Tugas 
kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilu terlibat sejak timbul 
mendapat laporan dari Bawaslu atau Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu 
Kabupaten/Kota yang dianggapnya suatu tindak pidana pemilu. Apabila 
pelanggaran itu tidak benar adanya , maka Bawaslu, Pawaslu 
Kabupaten/Kota tidak melimpahkan masalah ini kepada kejaksaan. 
Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas dalam menangani tindak 
pidana pemilihan umum legislatif yakni : 
a. Melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan 
pemilihan umum agar dapat berjalan dengan aman dan 
lancar; 
b. Melakukan penyidikan terhadap tindak pemilu yang dilaporkan 
kepada polri melalui Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/kota. 
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c. Melakukan tugas lain menurut aturan perundang – undangan 
yang berlaku.  
  Dalam sistem peradilan pidana Indonesia tugas utama dari 
polisi sebagai penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukannya adalah 
kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian 
merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses 
peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan pidana) karena 
mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari 
penyelidikan, penyidikan sampai ditemukannya tindak pidana yang telah 
dilakukan. Didalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas 
polisi sudah cukup membantu karena perkara – perkara yang diterimanya 
sudah merupakan hasil penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu. 
Panwaslu sendiri yang menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya 
memang sudah ada bukti awal terjadinya tindak pidana pemilu. Menurut 
Satjipto Rahardjo, kendati polisi modern menjadi bagian dari birokrasi itu 
sendiri, dan karena tugas dan wewenang serta hal yang akan 
dilakukannya telah dirumuskan oleh prosedur hukum yang rinci, namum 
pada waktu yang sama telah dihadapkan kepada kebutuhan untuk 
mrngambil keputusan dan melakukan tindakan yang bersifat spontan. 
Disinilah akan tampak betapa polisi terombang – ambing oleh 
dua tuntutan, yaitu di satu pihak diikat oleh prosedur formal, sedangkan 
dipihak lain untuk bergerak bebas sehingga dapat melaksanakan tugas 
memelihara ketertiban dengan lebih baik. Pada waktu bergerak ditengah-
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tengah masyarakat , polisi harus memberikan penafsirannya sendiri 
terhadap ketentuan – ketentuan yang ada sehingga dapat dipakai dalam 
praktik. Untuk menghadapi kasus – kasus tindak pidana pemilu , polisi 
juga melakukan persiapan antara lain dengan membentuk penyidik 
khusus. Tim penyidik khusus tindak pidana pemilu dibentuk sebelum 
pelaksanaan pemilu dan dibekali dengan pemahaman undang – undang 
pemilu yang harus dijadikan acuan untuk memberkas perkara tindak 
pidana pemilu. 25  
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan  
Selain tugas dan wewenang dari Bawaslu, Panwaslu dan 
kepolisian selanjutnya kita meninjau tugas dan wewenang dari kejaksaan 
sebagai suatu instansi yang ikut berperan apabila terbukti adanya tindak 
pidana pemilu. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan dikaitkan dengan 
Undang-Undang Pemilu, maka peranan kejaksaan dalam menyelesaikan 
tindak pidana pemilu adalah melakukan penuntutan ke pengadilan. 26 
Adapun tugas dan wewenang kejaksaan dibagian pidana yakni : 
a. Melakukan penuntutan; 
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
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 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 
Januari 2006, hlm. 106 
26
 Ibid, hlm. 107 
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c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 
pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan , dan putusan 
lepas bersyarat; 
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan Undang – Undang; 
e. Melengkapi berkas perkara tertentu berdasarkan dan untuk itu 
dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum 
dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya 
dikoordinasikan dengan penyidik.  
Di kejaksaan adalah institusi yang dapat menentukan apakah 
kasus itu dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak sesuai dengan alat 
bukti yang sah dengan aturan hukum acara pidana. Dari segi politik 
hukum , sejak didalam KUHP , para pembuat Undang – Undang telah 
melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilihan 
umum yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus 
dilarang dan diancam dengan pidana. 27 Tuntutan yang diberikan kepada 
pelaku tindak pidana pemilu sesuai dengan pelanggaran yang 
mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan , karena pada 
hakekatnya tindak pemilu kelihatannya kecil tetapi pengaruhnya yang 
besar.  
 
                                                          
27
 Ibid, hlm. 111 
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C.  Sentra Penegakan Hukum Terpadu ( Sentra Gakkumdu ) 
Setelah diuraikan mengenai tugas dan wewenang pihak yang 
terkait dalam penanganan tindak pidana pemilu , kemudian proses yang 
telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa 
proses penanganan tindak pidana pemilu lebih singkat dibanding tindak 
pidana pada umumnya . Proses yang terlalu lama antara pihak kepolisian 
dan kejaksaan yang akan jangka waktu semakin lama.  
Oleh karena itu dalam Undang – Undang ini juga mengatur 
tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan 
maksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak 
pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akan diatur dengan 
kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu. 28 
Didalam kesepahaman tersebut mengandung reposisi peran kejaksaan, 
panwaslu , dan pihak kepolisian. Kejaksaan yang sudah terlibat langsung 
menangani perkara yang dianggap panwaslu adalah pelanggaran yang 
mengandung unsur pidana kemudian dibawa kedalam forum gakkumdu 
bersama dengan pihak kepolisian.  
Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu 
Legislatif Anggota DPR, DPD,dan DPRD dijelaskan terkait adanya 
pelanggaran pidana dalam Pemilu. Pidana dalam pemilu yang termasuk 
                                                          
28
 Ibid, hlm. 221 
44 
 
dalam kategori lex specialis tersebut, menjelaskan tentang penanganan 
pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh tiga pihak yaitu, Bawaslu, 
Kepolisian, dan Kejaksaan. Sebagai bentuk teknis dari aturan tersebut, 
maka dibentuklah Sentra Penanganan Hukum Terpadu (Sentra 
Gakkumdu) yang merupakan forum tiga lembaga negara yaitu Bawaslu 
Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri 
Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan 
tindak pidana Pemilu sesuai dengan amat dalam Pasal 267 ayat (1) 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan ayat selanjutnya, dari 
Undang Undang yang sama dinyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai 
Sentra Gakkumdu ini diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik 
Indonesia, dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Berdasarkan dasar 
tersebut maka dibuat nota kesepahaman untuk membentuk sentra 
penegakan hukum terpadu, dengan lanjutan bahwa sentra gakkumdu 
merupakan kebutuhan untuk menangani tindak pidana pemilihan umum. 
Karena perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya 
batasan waktu, di mana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh 
terhadap proses penanganan pelanggaran Pemilu, sehingga Sentra 
Gakkumdu merupakan salah satu solusi utama dalam penegakan hukum 




D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang 
Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Mengenai Pelanggaran dan/atau 
Kejahatan 
       Sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Bab II ini point 
B, bahwa tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah meliputi Pasal-Pasal yang diatur dari mulai Pasal 273 sampai 
dengan Pasal 321. Perihal kepidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang 
digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan 
Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan 
dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah beserta segala sifat yang menyertainya. Selain itu juga terdapat 
perubahan pengaturan ketentuan pidana, dimana dalam Undang-Undang 
ini dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. Penghapusan 
ketentuan pidana minimum ini menurut Pansus Pemilu dilakukan dalam 
rangka memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim 
dalam memberikan putusan. Sedangkan lamanya waktu penanganan 
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laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran pengawas pemilu tidak 
mengalami perubahan, tetap sama dengan pemilu 2009 lalu, yaitu 
pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah 
laporan diterima. Namun, dalam hal pengawas pemilu memerlukan 
keterangan tambahan dari pelapor, maka tindak lanjut penanganan 
laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 hari setelah laporan 
diterima. Setelah pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan 
pelanggaran yang masuk, maka pengawas pemilu akan 
mengkategorisasikan laporan pelanggaran tersebut menjadi beberapa 
klasifikasi, yaitu:  
1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan 
kepada Dewan Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP). 
Pelanggaran kode etik sebelumnya tidak diatur dalam UU 
Pemilu yang lama.  
2. Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, 
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.  
3. Sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Dalam UU 
Pemilu lama tidak diatur masalah sengketa pemilu sebagai 
masalah hukum yang penyelesaiannya secara spesifik 
menjadi otoritas Bawaslu.  
4. Tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Polri).Penyelesaian sengketa pemilu ini 
disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
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2011, yakni diselesaikan oleh Bawaslu paling lama 12 hari 
sejak diterimanya laporan atau temuan (Pasal 258).  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian 
sengketa pemilu diperintahkan untuk diatur dalam Peraturan Bawaslu 
(Pasal 259 ayat 5) Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa 
pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan 
terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik 
Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, 
dan DPRD Kabupaten/ Kota. Terkait sengketa pemilu yang berkaitan 
dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap 
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bila 
tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu maka pihak yang merasa dirugikan 
kepentingannya dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).  
Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengganti 
semua terminologi  pelanggaran pidana pemilu yang ada dalam Undang-
Undang Pemilu yang lama dengan terminologi baru yang lebih konsisten, 
yaitu tindak pidana pemilu. Skema waktu penyelesaian tindak pidana 
pemilu juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tahapan 
penyelenggaraan pemilu berikutnya. Terkait penanganan tindak pidana 
pemilu, Undang-Undang Pemilu baru juga mengatur tentang 
pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) 
dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan 
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tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini akan 
diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua 
Bawaslu.Sama seperti Undang-Undang Pemilu sebelumnya, terkait 
dengan penyelesaian tindak pidana pemilu, Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 kembali memerintahkan untuk dibentuknya Majelis Khusus di 
Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
tindak pidana pemilu. Majelis Khusus tersebut terdiri atas hakim khusus 
yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
Tinggi yangditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara tindak pidana Pemilu. Hakim khusus harus memenuhi 
syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 tahun, 
kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya 
telah mencapai 3 tahun. Selain harus menguasai pengetahuan tentang 
pemilu, hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak 
pidana pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus ini 
akan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (Pasal 266). 29 
 





E. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA DAN 
KETENTUAN SANKSI PIDANANYA  
 
a. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Yang Terdapat Di 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. 30 
Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Yang Terdapat Di Dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pemilu 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa 
tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai 
Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu 
yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 
321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang  Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang 
menyertainya.  
a. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berupa pelanggaran 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 





Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
adalah:31 
1. Pasal 273 : 
Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar 
mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang 
diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih. 
 
2. Pasal 274 : 
 
Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak 
memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat 
masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.  
 
3. Pasal 275 : 
 
Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya 
Kampanye Pemilu.   
4. Pasal 278 : 
Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan 
perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) yaitu menghina seseorang, 
agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu 
yang lain.  
 
5. Pasal 279 : 
Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas 
kampanye yang dengan sengaja  maupun karena kelalaian 
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di 
tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 
 
6. Pasal 280 
Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan 
tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu.  
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b. Bentuk tindak pidana berupa kejahatan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah: 32 
1. Pasal 292 :  
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain 
kehilangan hak pilihnya.   
2. Pasal 293 : 
Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman 
kekerasan, atau dengan  menggunakan kekuasaan yang ada 
padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang 
untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-
Undang. 
 
3. Pasal 294 :  
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 
PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu 
Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, 
penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, 
perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil 
perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, 
daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi 
daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia 
yang memiliki hak pilih.   
 
4. Pasal 295 : 
Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak 
memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik 
Peserta Pemilu.   
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5. Pasal 296 : 
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 
yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi 
partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan 
administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota.   
 
6. Pasal 297 : 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan   
curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, 
dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi 
lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota 
DPD dalam Pemilu.  
 
7. Pasal 298 : 
Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau 
dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja 
memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon 
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau 
calon Peserta Pemilu. 
 
8. Pasal 299 : 
Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang 
dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye 
Pemilu.  
 
9. Pasal 300 : 
Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim 
konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil 
Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, 
Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia 
serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan 
usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar 
larangan. 
 
Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemilu Perihal 
ketentuan sanksi terhadap tindak pidana pemilu maka dapat diuraikan dari 
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pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa 
diantaranya yaitu:  
Pasal 273:  
 
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan 
yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain 
tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  
 
Pasal 274:  
 
Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak 
memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat 
masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 
43 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam 
juta rupiah).  
 
Sehubungan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana 
adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan 
secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat 
dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut. Dengan demikian dasar 
adanya tindak pidana adalah asas legalitas , sedangkan dasar dapat 
dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat 
tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam 







A.  Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian 
awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa 
mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Adapun lokasi 
penelitian yang dipilih penulis guna menunjang data adalah di Kota 
Makassar dengan sasaran penelitian : 
1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota    
Makassar. 
2.  Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar. 
3.  Kejaksaan Negeri Makassar. 
4. Pengadilan Negeri Kota Makassar.  
Alasan penulis memilih keempat lembaga tersebut dikarenakan 
keempat lembaga tersebut berwenang dan berkompeten 
menyelenggarakan dan mengawasi proses pemilihan umum anggota 
legislatif di kota Makassar. Dan juga penulis akan mencari tempat yang 
menyediakan bahan pustaka seperti di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, 
dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan serta di beberapa toko buku 





B.  Jenis Dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 
sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua 
jenis data : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di 
lokasi penelitian dari hasil wawancara langsung terkait dengan 
penulisan skripsi seperti Panwaslu Kota Makassar, 
Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan 
Pengadilan Negeri Makassar.  
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research) 
baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, 
karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-
dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 
dibahas dalam penulisan skripsi ini.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian 
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui 
metode Penelitian Kepustakan (Library Research) dan metode Penelitian 
Lapangan (Field Research).  
a. Metode penelitian kepustakaan (Library Reseach), yaitu 
penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data 
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dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan materi 
pembahasan. 
b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), penelitian yang 
dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan objek yang 
diteliti. Dalam hal ini, melakukan teknik interview (wawancara) 
yakni penelitian melakukan tanya jawab secara langsung 
dengan pihak – pihak terkait guna memperoleh data yang 
akurat terkait dengan materi pembahasan.  
 
2. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara (Interview), yakni penulis mengadakan tanya 
jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan 
masalah yang dibahas. Seperti Ketua Panwaslu, Polisi , Jaksa 
dan Hakim yang menangani kasus tersebut (kasus yang 
diangkat menjadi judul skripsi) 
b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan 
mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan 
oleh pihak yang terkait dalam hal ini Panwaslu, Polrestabes, 
Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Makassar. 
 
D.  Analisis Data 
Untuk mengolah data primer dan data skunder seperti yang telah 
dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang 
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terpadu dan sistematis diperlukan suatu tehnik analisis yang dikenal 
dengan analisis Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara menyelaraskan dan 
menggambarkan keadaan yang nyata mengenai penanganan tindak 
pidana pemilihan umum legislatif Tahun 2014 di kota Makassar. Kemudian 
berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, 
maka data tersebut kemudian diolah  dan dianalisis secara kualitatif 
sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hal ini dimaksudkan 
untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta 
sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  
 
 
E.  Waktu Penelitian 
 
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat, maka 
penulis berencana akan melakukan penelitian mulai pada bulan 






A. Gambaran Umum 
Lokasi penelitian yang peneliti lakukan di empat lembaga atau 
instansi yang terkait terdiri dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum kota 
Makassar, Polrestabes kota Makassar, Kejaksaan Negeri kota Makassar, 
dan Pengadilan Negeri kota Makassar. Adapun pada bagian ini akan 
dijelaskan gambaran umum seputar lokasi penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti.  
1. Lokasi Penelitian 
1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum kota Makassar 
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kota 
Makassar beralamatkan di Jalan Anggrek Raya Nomor 1 kota Makassar. 
Panwaslu kota Makassar sebagai pengawas untuk seluruh tahapan 
penyelenggaraan pemilihan umum , salah satunya pemilihan umum 
legislatif di kota Makassar. Panitia Pengawas Pemilu terdiri atas ketua, 
anggota , dan kepala sekretariat Panwaslu kota Makassar. Sebagai ketua 
yang dikoordinir langsung oleh Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. .  
Susunan keanggotaan , apabila ada yang suatu temuan atau 
laporan yang ditangani oleh panwaslu maka divisi penanganan dan tindak 
lanjut pelanggaran yang dikoordinir oleh Agus Arief, S.H., M.H., 
selanjutnya divisi pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum 
legislatif yaitu Agus Salim, S.T., dan kemudian sekretariat Panwaslu yang 
dikepalai oleh Iiiyas Banu, S.Sos. 
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Panwaslu kota Makassar yang diketuai oleh Dr. Amir Ilyas, S.H., 
M.H., membawahi 14 panwaslu kecamatan yang ada di kota Makassar. 
Adapun 14 kecamatan tersebut adalah :  
1) Panwaslu kecamatan biringkanaya. 
2) Panwaslu kecamatan Tamalanrea. 
3) Panwaslu kecamatan Manggala. 
4) Panwaslu kecamatan Panakukang. 
5) Panwaslu kecamatan Tamalate. 
6) Panwaslu kecamatan Rappocini. 
7) Panwaslu kecamatan Mariso. 
8) Panwaslu kecamatan Mamajang. 
9) Panwaslu kecamatan Makassar. 
10) Panwaslu kecamatan Ujung Pandang. 
11) Panwalu kecamatan Wajo. 
12) Panwaslu kecamatan Tallo. 
13) Panwaslu kecamatan Bontoala. 
14) Panwaslu kecamatan Ujung Tanah. 
 
1.2. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
Kepolisian Resort Kota Besar  Kota Makassar beralamatkan di 
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 9 Kota Makassar. Luas wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar meliputi seluruh wilayah Kota 
Makassar yaitu 175,77 km2 yang terdiri dari 14 kecamatan (Mariso, 
Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, 
Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakkukang, Manggala, Biringkanaya dan 
Tamalanrea) dan 143 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
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 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
Sumber Daya Alam dan binaan yang berada di wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar (kota makassar) terdiri atas : 
a. Sumber Daya Alam 
 Pertanian; 
 Perikanan; 
 Peternakan; dan 
 Kerajinan Tangan. 
b. Sumber Daya Buatan 
 Kawasan Industri Makassar 
 Pabrik/Baja dan Minyak. 
Susunan organisasi Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar 
didasari oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia (Kapolri) Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 
tentang Perubahan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/366/VI/2010 tanggal 
14 Juni 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja tingkat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Resort dan Kepolisian Sektor. Kondisi 
Organisasi Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar terdiri dari : 
MaKepolisian Resort Kota Besar  1 unit dan Polsek 12 unit dengan 
kekutan personil Polri saat ini terdiri dari Polri 2.305 orang dan PNS 55 
orang total Polri dan PNS = 2.360 orang. 
Dalam pelaksanaan tugasnya KaKepolisian Resort Kota Besar  Makassar 
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dibantu oleh beberapa unsur, baik unsur pelaksana Staf maupun 
pelaksana utama, yaitu : 
a. Pembantu Utama KaKepolisian Resort Kota Besar : Wakil Kepala 
Kepolisian Resort Kota Besar disingkat WakaKepolisian Resort Kota 
Besar  
b. Unsur Pembantu Pimpinan dan pelaksana staf : 
1. Bagian Operasional; 
2. Bagian Sumber daya; 
3. Bagian Perencanaan; 
4. Seksi Pengawasan; 
5. Seksi Profesi dan Pengamanan; 
6. Seksi Keuangan; dan 
7. Seksi Umum. 
 
c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok: 
1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu; 
2. Satuan Intelijen Keamanan; 
3. Satuan Reserse Kriminal; 
4. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; 
5. Satuan Pembinaan Masyarakat; 
6. Satuan Samapta Bhayangkara; 
7. Satuan Lalu Lintas; 
8. Satuan Pengamanan Objek Vital; 
 
d. Unsur Pendukung Seksi Teknologi Informasi Polri 
e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: Polsek jajaran Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar; 
f. Satuan Narkoba; 
g. Satuan Kesamaptaan; 
h. Satuan lalu lintas; dan 
i. Satuan pengamanan objek vital. 
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Dalam melaksanakan tugasnya Visi yang di emban Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar adalah: “Terwujudnya Pelayanan kamtibmas 
yang prima dan tegaknya hukum serta terjalinnya sinergi polisional yang 
proaktif di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar.” 
Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, 
selanjutnya diuraikan dalam Misi yang mencerminkan koridor tugas 
sebagai berikut : 
a. Membangun kemitraan dengan masyarakat di semua level dan 
segala bidang tugas kepolisian.  
b. Terus berupaya membangun dan meningkatkan 
profesionalisme melalui program pendidikan dan latihan yang 
teratur, bertingkat dan berlanjut secara konsisten. 
c. Mencegah dan menaggulangi semua bentuk kejahatan 
terutama perjudian, penyalahgunaan Narkoba dan kejahatan 
jalanan ( Street Crime ). 
d. Meniadakan rasa takut dan khawatir ( Fear Of Crime ) bagi 
semua anggota masyarakat yang berada dalam wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar. 
e. Membangun budaya bersih dalam kehidupan dan patuh hukum 
dalam semua aspek perilaku baik yang bersifat internal ( bagi 
seluruh Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar beserta 
keluarganya ) maupun eksternal ( bagi seluruh masyarakat di 
wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar ); dan 
f. Menjadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam pelayanan 
terhadap masyarakat. 
 
Dalam penanganan tindak pidana pemilu , ada yang sebut 
dengan bagian tindak pidana tertentu atau khusus yang menangani 
proses penindak lanjutan dari  kasus tindak pidana pemilihan umum ini 
yang proses nya dapat dikatakan cukup singkat ini. Dalam bimbingan Akp. 
Arifuddin, S.E., M.H., yang mengkoordinir tindak pidana tertentu peneliti 




1.3. Kejaksaan Negeri Makassar 
Kantor kejaksaan Negeri Makassar yang terletak di Jalan 
Amanahgappa No.29 Kota Makassar. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar 
yang sekarang masih menjabat yakni Deddy Suwardy Surachman, 
S.H.,M.H. Kantor kejaksaan ini bersebelahan dengan kantor pengadilan 
negeri makassar. Di kejaksaan Negeri makassar menangani kasus yang 
telah dilimpahkan polrestabes makassar untuk ditindaklanjuti prosesnya 
menuju sidang termasuk kasus tindak pidana pemilu legislatif 2014 ini.  
Penulis melakukan penelitian selama 5 hari kerja dan 
mewawancarai langsung salah satu jaksa yaitu Muhammad Yusuf yang 
beralamat di Jalan Puri Tata Indah yang secara langsung memberikan 
bimbingannya dan jaksa ini juga tergabung dalam sentra gakkumdu pada 
proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif 2014 .  
 
1.4. Pengadilan Negeri Makassar 
Pengadilan Negeri Makassar beralamat di jalan R.A.Kartini 
No.18/23 . Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/PHI/Tipikor Kelas 1A khusus 
Makassar  yang dikoordinir oleh : 
a. Ketua Pengadilan Negeri yaitu Andi Isna Renishwari C, SH., 
MH. 
b. Adapun wakil ketua Pengadilan Negeri yaitu H. Andi Cakra 
Alam, SH., MH. 
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c. Kemudian panitera/sekretaris Pengadilan Negeri yaitu Ramli 
Djalil, SH., MH. 
d. Selanjutnya 1 wakil panitera yaitu Taswin, SH., MH., dan 1 
wakil sekretaris yaitu Muhammad Akhzan, SH., MH. 
Pengadilan Negeri Makassar memiliki 21 hakim karir yang 
bertugas. Adapula 5 hakim yang berprofesi sebagai hakim Ad Hoc PHI 
dan 5 hakim yang berprofesi sebagai hakim Ad Hoc Tindak pidana 
korupsi. Pengadilan Negeri kelas 1A Makassar juga memiliki 30 orang 
panitera pengganti/Jurusita.  
Penulis melakukan penelitian sejak tanggal 14 november 2014 
sampai 20 november 2014 dengan melakukan wawancara langsung 
dengan hakim yang memutuskan perkara tindak pidana pemilihan umum 
legislatif yaitu Andi Astara, SH., yang turut memberikan bimbingannya 
terkait skripsi penulis.  
 
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 dikaitkan dengan 
Keputusan bersama Panwaslu, Kepolisian , dan Kejaksaan. 
Pemilu pada dasarnya adalah setumpuk hal ihwal teknis yang 
berusaha untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi. Mekanisme 
transfer suara menjadi kursi tersebut memiliki berbagai variasi tergantung 
kepada kondisi sosial politik suatu negara dan rezim yang sedang 
berkuasa. Pemilu umumnya digunakan untuk mencari pemimpin terbaik. 
Pada masyarakat yang tingkat kedewasaan politiknya relatif tinggi, 
65 
 
kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu akan cukup tinggi. Namun 
belum tentu ditunjukkan oleh tingginya voters turnout atau kehadiran 
pemilih dalam pemilu yang menggunakan hak suaranya. Selama 
beberapa kali pelaksanaan periode pemilu, terdapat beberapa Undang-
Undang yang diperbaharui pada setiap periodenya. Hukum pidana pemilu 
yang dilaksanakan sekarang dan ke depan meliputi aspek hukum pidana 
materiil, aspek hukum pidana formiil , aspek hukum pelaksanaan pidana 
dan melalui tahapan kebijakan di antaranya kebijakan legislasi adalah 
tahap formulasi , yaitu tahap penegakan hukum in abstacto oleh badan 
pembuat Undang – Undang. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 
yang menjadi dasar dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD , dan 
DPRD pada saat pemilihan umum legislatif 2014 yang lalu. Undang – 
Undang ini sebagai perbaharuan dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 
2008. Membahas hal yang lebih spesifik terhadap waktu penyampaian 
laporan, terdapat perubahan pengaturan dalam Undang - Undang Pemilu 
yang baru. Jika sebelumnya diatur bahwa laporan pelanggaran pemilu 
disampaikan paling lama hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu, 
sekarang batas waktu pelaporan tersebut diperpanjang durasinya menjadi 
laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari sejak 
diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu. Sedangkan 
lamanya waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran 
pengawas pemilu tidak mengalami perubahan, tetap sama dengan pemilu 
2009 lalu, yaitu pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling 
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lama 3 hari setelah laporan diterima. Namun, dalam hal pengawas pemilu 
memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka tindak lanjut 
penanganan laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 hari 
setelah laporan diterima. Terkait dengan ketentuan pidananya, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengkategorisasi antara tindak pidana 
yang berupa pelanggaran dengan tindak pidana yang berupa kejahatan, 
beserta segala sifat yang menyertainya. Selain itu juga terdapat 
perubahan pengaturan ketentuan pidana, dimana dalam Undang - 
Undang ini dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. 
Penghapusan ketentuan pidana minimum ini menurut Pansus Pemilu 
dilakukan dalam rangka memberikan asas kepastian hukum dan 
memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan. Beberapa 
ketentuan yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tersebut semestinya harus dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak 
yang berkepentingan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan 
tercipta Pemilihan Umum yang berkualitas. 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat selama ini 
masyarakat belum tertarik untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran 
Pemilu. Penyebabnya antara lain karena format pelaporan yang belum 
sederhana dan kerap menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, Bawaslu 
berupaya untuk menata kembali hal tersebut. Bawaslu menciptakan 
proses dan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu yang lebih 
sederhana, baik dari aspek klarifikasi laporan masyarakat maupun 
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temuan. Terutama di tingkat pusat dan provinsi, jika ada format laporan 
yang sederhana, diharapkan penanganan pelanggaran Pemilu dapat 
berproses dengan cepat. Berdasarkan pernyataan tersebut , maka 
Bawaslu melahirkan suatu peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan 
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD. Perbawaslu ini diciptakan dalam rangka mewujudkan 
penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas 
serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, maka perlu penertiban 
administrasi dan manajemen standar dalam penerimaan laporan dan 
penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah mengingat seringnya terjadi pelanggaran ataupun sengketa 
pemilu dari sekali dalam 5 (lima) tahun diselenggarakannya.  
Selain itu UU Nomor 8 Tahun 2012 mengganti semua 
terminologi pelanggaran pidana pemilu yang ada dalam Undang - Undang 
Pemilu yang lama dengan terminologi baru yang lebih konsisten, yaitu 
tindak pidana pemilu. Skema waktu penyelesaian tindak pidana pemilu 
juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tahapan 
penyelenggaraan pemilu berikutnya. Terkait penanganan tindak pidana 
pemilu, Undang - Undang Pemilu baru juga mengatur tentang 
pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) 
68 
 
dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan 
tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan lebih 
lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini akan diatur berdasarkan 
kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. 
B. Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD kota Makassar Terhadap 
TindakPidana Pemilu 
1. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014 
Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
yaitu pelaksanaan atau penerapan. Pada pembahasan ini implementasi 
Undang – Undang diartikan sebagai penerapan hukum terhadap suatu 
tindak pidana pemilihan umum. Tahapan pelaksanannya tercantum  
dalam pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2012 dan berdasarkan data yang 
penulis dapatkan di panwaslu kota makassar meliputi :  
1.1. Penyusunan Daftar Pemilih 
Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih. Penyusunan Daftar pemilih 
untuk pemilu legislatif membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk 
menyempurkan data tersebut. Hal yang paling krusial dalam tahapan ini 
adalah KPU menerima data dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Catatan 
Sipil sebagai data awal untuk mendapatkan pemilih yang siap 
menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara nanti. Dalam 
69 
 
tahap ini panwaslu menetapkan daftar pemilih tetap pemilu legislatif 2014 
di kota Makassar sebagai berikut dalm bentuk tabel : 












1 DP4 581.905 595.977 1.177.882 
2 DPS 485.966 507.251 993.217 
3 DPSHP 482.201 504.522 986.753 
4 DPT 1 484.618 505.917 990.535 
5 DPT 2 484.199 505.189 989.388 
6 DPT 3 483.864 504.815 988.679 
7 DPTB 698 671 1.369 
8 DPK 1.438 1.230 2.668 
9 DPKTB 12.377 15.031 27.408 
Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan 






1.2. Penetapan Jumlah Kursi dan daerah pemilihan Anggota 
Kabupaten/kota 
Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Sangat Diperlukan 
keputusan dalam menetapkan Jumlah Kursi yang akan di perebutkan oleh 
para calon legislatif pada khususnya dan Partai Politik Peserta Pemilu 
pada umumnya. Penetapan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi  untuk 
pemilihan Umum tahun 2014 terjadi perubahan dari penentuan jumlah 
kursi  dan nama daerah pemilihan dari periode sebelumnya. 2009. 
Misalnya  Untuk Dapil 1 (Rappocini, Makassar dan Ujung Pandang yang 
Sebelumnya 10 (Sepuluh)  berubah menjadi 9 , Dapil 2 (Mariso, 
Mamajang dan Tamalate) berubah nama dapil menjadi Dapil V dan jumlah 
kursi tetap yakni 11 (Sebelas) , Untuk Dapil III (Manggala dan 
Panakukkang) berubah menjadi Dapil IV dan berubah jumlah kursi dari 9 
(Sembilan) menjadi 10 (Sepuluh), untuk dapil IV (Tallo, Wajo, Ujung 
Tanah dan Bontoala ) Berubah menjadi Dapil II dengan alokasi Kursi yang 
sebelumnya 11 menjadi 10 sedangkan Dapil V (Biringknayya dan 
Tamalanrea ) berubahan menjadi dapil III dengan alokasi kursi  tahun 
2009 hanya 9 (Sembilan) berubah dengan 10 (Sepuluh) Alokasi kursi. 
Dipertegas dengan tabel yang dibuat oleh panwaslu kota makassar 
sebagai berikut : 
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   Penetapan Jumlah Kursi dan daerah pemilihan Anggota  
    Kabupaten/kota 
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Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum 






1.3.  Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 
Pelaksanaan verifikasi partai politik untuk kota Makassar peserta 
pemilu tahun 2014 oleh KPU Kota Makassar dimulai pada bulan 
November 2012. Ada 16 partai politik calon peserta pemilu 2014 yang 
terdaftar di KPU Kota Makassar, antara lain ; 
1. Partai Golkar 
2. Partai Persatuan Pembangunan 
3. Partai Bulan Bintang 
4. Partai Demokrat 
5. Partai Nasional Demokrat 
6. Partai Gerindra 
7. Partia Hanura 
8. Partai Demokrasi Pembaharuan 
9. Partai Peduli Rakyat Nasional 
10. Partai Keadilan Sejahtera 
11. Partai Amanat Nasional 
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 
13. Partai Kebangkita Bangsa 
14. PDI Perjuangan 
15. Partai Kedaulatan Indonesia Baru  
16. Partai Persatuan Nasional 
 
Koordinasi dengan pihak parpol dan Panwaslu kota Makassar 
yang sering dilakukan KPU menghasilkan kinerja yang sangat bagus. 
Serta proses pengambilan sampling dilakukan secara terbuka yang 
disaksikan langsung oleh Panwaslu kota Makassar berdasarkan petunjuk 
teknis KPU.  
 
1.4. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/kota 
Dalam Tahapan ini partai politik yang lolos verifikasi factual dan 
sudah memperoleh nomor urut wajib mengajukan bakal calon legislatif 
disetiap tingkatan. Tujuan dari tahapan pencalonan adalah memastikan 
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setiap partai politik mempunyai daftar bakal calon legislatif yang nantinya 
di pilih pada tanggal 9 april 2014. Setelah verifikasi factual partai politik 
calon peserta Pemilu maka Partai politik mengajukan daftar  nama-nama 
bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dalam 
tahapan ini para calon harus memenuhi beberapa persyaratan 
administrasi untuk lanjut dalam tahapan berikutnya. 
1.5. Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD 
Sistem Perwakilan dari Partai Politik dan Sistem dari 
Perseorangan.  Sistem Perwakilan dari partai disebut calon legislatif 
(DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kab.Kota)  di golongkan dalam daerah 
pemilihan (Dapil) sedangkan perwakilan perseorangan disebut DPD 
(Dewan Perwakilan Daerah) dengan daerah pemilihan berdasarkan 
provinsi dan kursinya hanya 4 dalam satu provinsi. Proses pelaksanaan 
Tahapan Pencalonan anggota untuk calon anggota DPD melalui KPU 
provinsi tetapi proses verifikasinya adalah dilaksanakan di kabupaten 
dengan mengecek Dukungan KTP nama, alamat dan proses pengambilan 
KTP dukungan  seseorang. 
1.6. Kampanye 
Pengertian kampanye menurut Undang - Undang Nomor 8 
Tahun 2012 adalah kegiatan pemilu untuk menyakinkan para pemilih 
dengan menawarkan visi dan misi serta program dari partai politik. 
pelaksanaan kampanye pemilu 2014 ini KPU kota Makassar telah 
melakukan koordinasi dengan semua pihak . Rapat yang membahas 
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masalah waktu dan survey lokasi kampanye yang layak dipakai untuk 
kampanye telah matang dilakukan KPU. Rapat yang dihadiri perwakilan 
parpol telah menyetujui pembangian zona dan waktu kampanye. Sebelum 
pelaksanaan kampanye peserta pemilu dalam hal ini partai politik wajib 
memasukkan pelaksana kampanye, sebagai bagian agar mudah 
dilakukan pengawasan dan memastikan para pelaksana kampanye 
bertanggungjawab bila ada hal-hal yang mengganggu keamanan dari 
pelaksanaan kampanye tersebut.  
1.7. Pengadaan dan Distribusi Logistik 
Dalam hal pengadaan logistik untuk pemilu 2014 khususnya di 
kota Makassar dimulai dengan pengadaan logistik kelengkapan alat 
pendukung seperti paku, bilik, amplop, bantal, pulpen, gembok, kalkulator, 
tanda pengenal,karet, stiker kotak dan tali pengikat,serta spidol besar dan 
kecil. Pelaksanaan packing  tersebut ini  dikerjakan oleh staf KPU, PPK 
dan PPS dengan memanfaatkan waktu tujuh hari dimulai pada tanggal  7  
sampai dengan 14 Maret 2014. Untuk pengdistribusian surat suara ke 
kecamatan (PPK)  dimulai pada tanggal 25 Maret 2014 Sedangkan untuk 
pengdistribusian ke Kelurahan  (PPS) dimulai pada tanggal 4 April 2014 
sedangkan di tingkat KPPS pada tanggal 9 April 2014.  
1.8. Pemungutan dan Penghitungan Suara 
Sebelum melaksanakan Pemungutan dan perhitungan KPPS 
bertugas mengumumkan hari pemungutan suara. Pelaksanaan 
Pemungutan dan Perhitungan suara. Pada Pemilu 2014 sangatlah 
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dinamik, Kesiapan para penyelenggara khususnya KPPS dimana tugas 
sebelumnya adalah mendistribusikan C6 kepada para pemilih. Setelah 
pemilih memasukkan surat suara pastikan jari pemilih di beri tinta agar 
memastikan bahwa pemilih tersebut  sudah menggunakan hak pilihnya. 
Kemudian bila kegiatan perhitungan selesai Ketua dan KPPS bersama 
PPL menyerahkan kotak dan perlengkapan lainnya ke tingkat kelurahan 
atau KPPS. 
1.9. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara 
Setelah Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara proses 
pada tanggal 9 april 2014. Kegiatan rekapitulasi ditingkat kelurahan dan 
kecamatan disebut Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara. Pada 
dasarnya proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kelurahan banyak 
PPS melaksanakannya  selama satu hari tetapi ada juga kelurahan yang 
melaksanakan rekapitulasi tersebut selama 7 hari . Hal ini disebabkan 
banyaknya  jumlah TPS dalam kelurahan tersebut . 
1.10. Penetapan Perolehan Kursi 
Setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kota Makassar 
dilaksanakan . Hasil dari rekap tersebut kemudian dikirim ke KPU Provinsi. 
Untuk Tahapan Penetapan perolehan kursi baru dilaksanakan rekapitulasi 
ditingkat Pusat. Tahapan penetapan peroleh kursi ini harus mengacuh 
pada tata cara perolehan kursi . Dari Pelaksanaan tahapan penetapan 
dan perolehan di kota Makassar dilakanakan di Gedung PKK pada 
tanggal 12 Mei 2014. Dari Beberapa partai politik yang mengikuti pemilu 
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legislatif hanya ada satu partai politik yang tidak mendapatkan satu kursi 
DPRD Kota Makassar yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Adapun nama 
partai yang memperoleh kursi serta penetapan calon terpilih sebagai 
berikut : 
    Penetapan Perolehan Kursi 
No Nama Partai Jumlah 
caleg 
Perolehan Kursi 
1 Partai GOLKAR 50 8 
2 Partai Demokrat 50 7 
3 Partai NASDEM 50 5 
4 Partai Gerindra 50 5 
5 PPP 50 5 
6 Partai Hanura 50 5 
7 PAN 50 4 
8 PKS 50 5 
9 PDI Perjuangan 50 4 
10 PBB 50 1 
11 PKPI 50 1 
12 PKB 50 0 
Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan 
Umum Legislatif Tahun 2014 
 
1.11. Pelantikan 
Pelaksanaan pelantikan Calon anggota Legislaltif DPRD Kota 
Makassar periode 2014 – 2019 dilaksanakan pada tanggal 8 September 
2014 bertempat di Sekretariat DPRD Kota Makassar. Sebanyak 50 Caleg 
yang yang memenuhi syarat  untuk di lantik menjadi anggota DPRD Kota 
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Makassar. Pengawasan yang dilakukan langsung oleh Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum kota Makassar.  
Pelantikan Calon Anggota Legislaltif DPRD Kota Makassar 
periode 2014 – 2019 





           DAPIL 1 
Farouk M Beta Partai 
GOLKAR 
2 Agung Wirawan Partai 
Demokrat 
3 Muzakkir Ali Djamil PKS 
4 H.M Munir MAngkan PDI P 
5 Zainal Dg Beta PAN 
6 Fasruhdin PPP 
7 Mustagfir Sabri Partai Hanura 
8 Eric Horas Partai 
Gerindra 















Syahruddin Said Partai 
GOLKAR 
11 Abdul Wahab Tahir Partai 
GOLKAR 
12 Hj.Fatma Wahyuddin Partai 
Demokrat 
13 Basdir Partai 
Demokrat 
14 Irwan ST PKS 
15 William PDI P 
16 Andi Pahlevi Partai 
Gerindra 
17 Drs Hj. Yunus Partai 
HANURA 
18 Sampara Sarip PPP 









Melani Mustari Partai 
GOLKAR 
21 H.Andi Hasir Partai 
GOLKAR 
22 H.Syarifuddin Partai 
Demokrat 














24 Lisdayanti Sabri Partai 
Gerindra 
25 H.Muhammad  Iqbal PKS 
26 Mario David PN Partai 
NASDEM 
27 H.Sangkala Saddiko PAN 
28 Abdul Wahid PPP 










H.Syamsuddin Kadir Partai 
GOLKAR 
31 Rahman Pina Partai 
GOLKAR 
32 A Rasyid Ali Partai 
Demokrat 
33 Hamsah Hamid PAN 
34 Haslindah PKS 
35 Abdul Azis Namu PPP 
36 Supratman Partai 
NASDEM 
37 Mesak Raymod PDI P 
38 H.Jufri Partai 
HANURA 















Andi Nurman Partai 
GOLKAR 
41 Susuhan Halim Partai 
Demokrat 
42 Hasanuddin Leo PAN 
43 Busranuddin Baso Tika PPP 
44 Yenni Rahman PKS 
45 Andi Vivi PDI P 
46 Shinta Maulina Partai Hanura 
47 Ir. Mustafa Alwi Partai 
Gerindra 
48 H.Muh. Said PBB 
49 Arifin Dg. Kulle PKPI 
50 Indira Mulyasari Partai 
NASDEM 
Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum 




2. Penerapan dan Analisis Hukum Terhadap kasus tindak pidana 
Pemilu dengan Putusan Pengadilan No. 11/Pid.S./2014/PN.Mks.  
2.1. Posisi Kasus 
Bahwa Terdakwa Ridawati Alias Rida Binti Bismiling selaku 
anggota KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) pada TPS 07 
Kelurahan Bunga Eja Beru Kec. Tallo Kota Makassar, pada hari rabu 
tanggal 9 April 2014 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada 
waktu – waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di TPS 07 Kelurahan 
Bunga Eja Beru Kec. Tallo Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada 
tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai 
orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS 
atau lebih. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara 
lain sebagai berikut : 
- Bahwa berawal dari kunjungan terdakwa Ridawati Alias Rida 
Binti Bismiling sebagai anggota KPPS pada TPS 07 
Kelurahan Bunga Eja Beru Kec. Tallo Kota Makassar ke 
rumah Adam Tabah dan Hadera dijalan Bunga Eja Beru 
Lorong 148 Kelurahan Bunga Eja Beru Kec.Tallo Kota 
Makassar untuk mengantar undangan pemilu model C-6.  
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 berhubung 
Adam Tabah dan Hadera tidak dapat hadir untuk melakukan 
pencoblosan sehingga terdakwa selaku anggota KPPS pada 
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TPS 07 Kelurahan Bunga Eja Beru Kec. Tallo Kota Makassar 
menyerahkan surat undangan memilih (Model C-6) atas nama 
Adam Tabah dan Hadera pada saksi Edil sebagai petugas 
dibagian penerimaan untuk didaftarkan. 
-  Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 12.30 Wita pada 
saat istirahat, terdakwa Ridawati Alias Rida Binti Bismiling 
melakukan pencoblosan di TPS 07 Kelurahan Bunga Eja Beru 
Kec. Tallo Kota Makassar dengan menggunakan formulir 
model C-6 milik Adam Tabah dan Hadera, padahal oleh 
terdakwa mengetahui bahwa dirinya bukanlah yang bernama 
Adam Tabah dan Hadera sesuai nama yang tertera dalam 
surat undangan memilih (Model C-6) tersebut. 
 
2.2. Proses Penanganan dan Analisis Hukum terhadap Putusan 
Pengadilan Nomor : 11/Pid.S/2014/PN.Mks. 
Proses pengumpulan bukti itu oleh Panwaslu Kota Makassar 
bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus 
tersebut yang telah masuk dalam ranah tindak pidana pemilu. 
Persidangan kasus ini jaksa yang kemudian memanggil saksi – saksi yang 
bersangkutan untuk didengar keterangannya. Saksi yang dimaksud 
adalah orang yang orang yang mempunyai informasi mengenai suatu 
kejahatan melalui indera mereka seperti penglihatan, pendengaran, 
penciuman, sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-
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pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Saksi 
tersebut adalah Hasan Emol, H.Muh.Said HS, Nur Salim Irwan , dan 
Muhammad Said, S.Sos. Setelah hakim mendengar keterangan saksi – 
saksi yang ada hingga keterangan terdakwa itu sendiri maka akan Hakim 
memutuskan perkara tersebut sebagai berikut : 
- Menyatakan Terdakwa Ridawati Alias Rida Binti Bismiling 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana dengan sengaja pada saat pemungutan suara 
mengaku dirinya sebagai orang lain dan / atau memberikan 
suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) tempat 
pemungutan suara (TPS) atau lebih sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 310 UU RI No. 8 Tahun 2012 , 
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridawati Alias Rida 
Binti Bismiling dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 
, dengan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa 
sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka 
diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) minggu di 
Rumah Tahanan Negara Makassar. 
- Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar formulir C-6 atas nama ADAM TABA. 
- 1 (satu) lembar formulir C-6 atas nama HADERA. 
- 1 (satu) lembar C-6 atas nama RIDAWATI. 
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- 1 (satu) bundel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 07 Kel. Bunga 
Eja Beru Kec. Tallo Kota Makassar.  
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara   
 sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ). 
Pasal 310 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengandung unsur – unsur delik 
bersesuaian dengan kasus tindak pidana pemilu sebagai berikut : 
1. Unsur “Setiap Orang” 
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai 
subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban. Terdakwa atas nama 
Ridawati Alias Rida Binti Bismiling yang dimaksudkan sebagai subjek 
hukum. Identitas diri yang telah dicocokkan oleh Penuntut Umum dan 
tidak ada terdapat kekeliruan mengenai orangnya , maka Unsur Setiap 
Orang telah terpenuhi; 
2. Unsur “ dengan sengaja pada waktu pemungutan suara 
mengaku dirinya sebagai orangl lain, atau memberikan 
suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih “ 
Yang dimaksud dengan sengaja adalah sesuatau tindakan yang 
dikehendaki olehnya dengan sadar akan akibatnya. Berdasarkan saksi – 
saksi serta pengakuan dari terdakwa yang telah melakukan pencoblosan 
2 (dua) kali di TPS 07 yang berbeda pada pemilihan umum atau 
menggunakan undangan orang lain yang bukan haknya, dengan tujuan 
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untuk menambah perolehan suara calon yang didukungnya maka 
dianggap bahwa unsur ini telah terpenuhi.  
Demikian Hakim memutuskan perkara tersebut dengan 
memperhatikan Pasal 310 UU RI No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa : 
1. Menyatakan terdakwa Ridawati Alias Rida Binti Bismiling telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “ Dengan sengaja pada saat pemungutan suara 
mengaku dirinya sebagai orang lain “; 
2. Menjatuhkan pidana kepada tedakwa tersebut diatas oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa 
mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana 
dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun; 
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh 
karena itu dengan pidana denda Rp 1.000.000 (satu juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 
(lima belas0 hari : 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar formulir C-6 atas nama ADAM TABA. 
- 1 (satu) lembar formulir C-6 atas nama HADERA. 
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- 1 (satu) lembar C-6 atas nama RIDAWATI. 
- 1 (satu) bundel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 07 Kel. Bunga 
Eja Beru Kec. Tallo Kota Makassar.  
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
Menurut Penulis didasarkan gambaran kasus tindak pidana 
pemilu di atas dengan putusan Nomor : 11/Pid. S./2014/PN.Mks. 
mempersentasikan berbagai dinamika pemikiran dari waktu ke waktu 
dengan dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan pada saat itu , yang 
pada akhirnya kebijakan hukum juga harus berperan sebagai alat untuk 
mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun dalam putusan 
akhirnya sedikit menyimpang dari suatu perundang – undangan yang 
berlaku. Putusan pengadilan diatas hanya diberlakukan masa percobaan 
(Poeging Delicten) alias terdakwa tidak menjalani kurungan atau hukuman 
penjara apapun. Menurut wawancara penulis dengan salah satu hakim 
yakni Andi Astara yang menangani kasus tersebut , Pelaksanaan sanksi 
pidana masa percobaan yang kami berikan itu juga suatu bentuk 
hukuman. Pada kasus tindak pidana pemilu hakim telah membuat 
kesepakatan disertakan dengan pertimbangan hukum hakim, pelaksanaan 
hukumannya hanya percobaan dan denda yang dijatuhkan adalah denda 
yang hakim lihat dari statusnya dalam masyarakat apakah seseorang 
tersebut anggota penyelenggara pemilu atau hanya masyarakat biasa. 
Penyelenggara pemilu menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bawaslu 
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Nomor 14 Tahun 2012 penyelenggara pemilu adalah lembaga yang 
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan 
Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan 
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan 
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Mengenai efek jerah untuk 
pelaku tindak pidana pemilu tidak ada yang dapat menjamin karena 
pemilu dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam 5 tahunnya. Intinya ada pada 
kesadaran terhadap pelaku tersebut, hanya kesadaran diri sendiri yang 
bisa memberikan teguran untuk tidak mengulangi perbuatannya di pemilu 
yang akan datang. 
 Pemahaman tersebut berbeda dengan analisis penulis. 
Menurut penulis salah satu tujuan dari pemidanaan adalah memberikan 
efek jerah bagi pelaku tindak pidana berbanding terbalik dengan komentar 
hakim diatas. Seperti halnya hukuman yang diberikan justru berbanding 
terbalik dengan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pasal 310 yang 
menegaskan tentang hukuman penjara yang akan dijalani karena telah 
melanggar pasal tersebut adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, 
sedangkan penjatuhan putusan oleh hakim, terdakwa hanya menjalani 
masa percobaan. Dimana pada masa percobaan, terdakwa tidak dapat 
berbuat tindak pidana dalam bentuk apapun. Hal ini bertolak belakang 
dengan suatu ketentuan dalam Undang – Undang Nomor  8 Tahun 2012 
tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penulis 
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menganggap bahwa hukuman tersebut tidak akan menjamin adanya efek 
jerah kepada para pelaku tindak pidana pemilu khususnya kepada praktisi 
pemilu.  Implementasi pemahaman diatas pada prakteknya harus sejalan 
dengan pembenahan institusi peradilan pemilu, dimana peradilan pemilu 
kedepannya tidak lagi bersifat ad-hoc tetapi permanen. Penerapan 
ketentuan Undang – Undang harus tegas pemberlakuannya sesuai tindak 
pidana yang dilakukan dan lebih kepada apabila unsur – unsur yang ada 
pada pasal yang didakwakan terbukti. Dengan demikian penulis 
mengharapkan adanya perubahan Undang – Undang pemilu legislatif 
yang harus mengakomodir alternatif solusi pemahaman tentang aturan 
hukuman pidananya (hukum materiil) dan penyelarasan hukum acaranya 
(hukum formiil). Penulis juga memandang bahwa Undang – Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 disamping menerapkan hukuman penjara dan 
pidana denda seperti yang dijelaskan diatas dengan menggunakan sistem 
pemidanaan stelsel kumulatif dengan menerapkan kata sambung „dan‟ 
dalam setiap pasalnya. Hemat penulis terdakwa harus menjalani hukuman 
pidana penjara dan pidana denda sesuai yang telah ditetapkan Undang – 
Undang Nomor 8 Tahun 2012.  
Penerapan hukum dalam suatu kasus tindak pidana harus lebih 
memperhatikan arti yang terkandung dalam Undang – Undang. Sebab, 
masih terdapat potensi masalah pada penegakan hukum atas tindak 
pidana Pemilu yaitu berkaitan dengan adanya masa daluarsa, sifat 
hukuman kumulatif dan tidak adanya hukuman minimal. Oleh karenanya, 
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penulis memandang hakim, terutama yang khusus menangani tindak 
pidana Pemilu sebagai ujung tombak penanganan perkara pidana Pemilu. 
Hal tersebut menunjang untuk menciptakan keadilan dan kepastian 
hukum. Karena tindak pidana pemilu merupakan partisipasi warga yang 
dinilai menyimpang. Dengan demikian , dasar hukum pemilihan umum 
legislatif yang lebih menjamin lahirnya anggota legislatif yang murni 
karena pilihan masyarakat umum sesuai dengan hati nuraninya.  
C. Kedudukan Sentra Penegakan Hukum terpadu dalam Proses 
Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2014 di Kota 
Makassar. 
1. Sentra Penegakan Hukum Terpadu 
Sejarah pembentukan Sentra Gakkumdu bermula pada Pemilu 
tahun 2009 yang banyak laporan pelanggaran Pidana Pemilu terhambat di 
tingkat penyelidikan dan penuntutan. Akibatnya, laporan pelanggaran 
Pidana Pemilu yang sudah diteruskan Bawaslu terbengkalai begitu saja. 
Akhirnya, Bawaslu menjadi pihak yang disalahkan. Kerena itu dengan 
adanya forum khusus ini yang disebut sentra gakkumdu yang 
beranggotakan panwaslu , kepolisian , dan kejaksaan dengan harapan 
proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu akan jauh lebih efektif. 
Pembentukan Sentra Gakkumdu menjadi sangat strategis. Hal ini 
merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD, agar tidak lagi ada perbedaan 
persepsi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan 
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penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu. Sebelum wadah Sentra 
Gakumdu terbentuk, ada kesulitan bagi pengawas Pemilu dalam 
menindak lanjuti temuan atau laporan Pidana Pemilu, Contoh yaitu 
adanya kasus yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu tetapi ditolak oleh 
Kepolisian karena tidak cukup bukti. Tidak adanya kesepahaman antara 
Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung khususnya dalam penerapan pasal-
pasal yang terkait dengan ketentuan pidana yang diatur oleh Undang - 
Undang Pemilu. Mengakibatkan penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 
kerap terhambat dan tidak menemukan jalan keluar. Berdasarkan pada 
Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik 
Indonesia, NOMOR: 01/NKB/BAWASLU/I/2013, NOMOR: B/02/I/2013, 
NOMOR : KEP-005/A/JA/01/2013 pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai 
berikut : 
 (1) Sentra Gakkumdu terdiri atas : 
a. Sentra Gakkumdu pusat 
b. Sentra Gakkumdu Provinsi, dan 
c. Sentra Gakkumdu Kabupaten 
(2) Sentra Gakkumdu berkedudukan di Badan Pengawas 
Pemilu Republik Indonesia. 
(3) Sentra Gakkumdu kabupaten berkedudukan di Panitia 
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. 
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Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan 
Republik Indonesia pada tanggal 16 Januari 2013. NOMOR : 
01/NKB/BAWASLU/I/2013, NOMOR : B/02/1/2013, NOMOR : KEP-
005/A/JA/01/2013 Untuk mengoptimalkan keterbatasan kewenangan 
pengawas pemilu dalam menjelaskan tugas menangani pelanggaran 
pidana serta untuk membuka saluran agar kepolisian memback-up 
pelaksanaan tugas Pengawasan Pemilu. 
2. Pola Penanganan Sentra Penegakan Hukum Terpadu 
Panwaslu Kota Makassar melakukan koordinasi bersama 
instansi terkait yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani setiap 
pelanggaran pemilu yang terjadi pada tiap tahapannya yaitu dengan 
mengundang Pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang termasuk dalam 
forum Sentra Gakkumdu. Pengawas Pemilu menyampaikan Laporan atau 
Temuan kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1x24 
jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya Laporan 
atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu, kepada staf Sekretariat 
sentra Gakkumdu dalam formulir model SG-1 (Sentra Gakkumdu-1). 
Sekaligus sebagai undangan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu. 
Hasil Rekomendasi dituangkan dalam berita acara pembahasan 
Sentra Gakkumdu Formulir Model SG-3 (Sentra Gakkumdu-3), dan 
ditanda tangani oleh seluruh anggota Sentra Gakkumdu yang hadir. Pola 
penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu :  
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1. Penerimaan Pengkajian dan Penyampaian Laporan atau 
Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Pada Pengawas 
Pemilu. (Formulir Model SG-1). 
2. Pengkajian Awal Laporan atau temuan oleh Pengawas Pemilu 
(Formulir Model SG-2). 
3. Penyampaian Laporan dan Temuan kepada Sentra 
Gakkumdu. 
4. Membuat rekomendasi yang di tuangkan dalam berita acara 
Pembahasan Sentra Gakkumdu (Model SG-3) dan ditanda 
tangani oleh seluruh anggota Sentra Gakkumdu yang hadir. 
Pertukaran Data dan Informasi terjadi bila Pelanggaran Tindak 
Pidana Pemilu ini telah memenuhi unsur materil dan formil, juga sesuai 
hasil rekomendasi Sentra Gakumdu untuk dilanjutkan kepada penyidik 
tingkat Kepolisian. Sehingga data-data dan Informasi yang dimiliki oleh 
Panwaslu yang berkenaan dengan adanya Laporan atau Temuan 
Pelanggaran Pidana, harus di serahkan kepada pihak Kepolisian, Begitu 
juga kepada pihak Kejaksaan sebagai penuntut umum untuk 
ditindaklanjuti. Penangan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Kota 
Makassar ada beberapa yang tidak dilanjutkan ke Kepolisian dikarenakan 
tidak memenuhi Unsur Materil atau Formil. Laporan dan Temuan lain yang 
termasuk dalam Pelanggaran Administrasi telah di selesaikan sesuai 
dengan Peraturan dan PerUndang-Undangan yang berlaku. 
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Menurut Agus Arief, sebagai Ketua Sentra Penegakan Hukum 
Terpadu sekaligus  Koordinator divisi tindak lanjut dan penanganan tindak 
pidana pemilu mengatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan Sentra 
Gakkumdu di Kota Makassar, pada dasarnya tidak pernah mengalami 
hambatan atau kendala dalam proses rangkaian kegiatannya. Karena 
jalinan koordinasi antar lembaga yang harmonis, dan kondusif sehingga 
kerja-kerja Panwaslu Kota Makassar dalam hal menangani Pelanggaran 
Tindak Pidana Pemilu ini berjalan dengan lancar. Dalam setiap Undangan 
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu baik Pihak Kejaksaan dan Kepolisian 
selalu hadir. Tetapi yang biasanya menjadi perdebatan dalam rapat yang 
digelar oleh sentra gakkumdu seperti penentuan batasan – batasan 
kewenangan dalam mengumpulkan bukti , Penafsiran terhadap aturan – 
aturan misalnya dalam Undang – Undang atau peraturan KPU dan SOP 
gakkumdu, serta istilah – istilah yang ada dalam kepemiluan , misalnya 
istilah seperti definisi money politik atau kampanye.  
3. Hasil Temuan dan Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 
Legislatif 2014 di Kota Makassar  
Sebagaimana yang dimaksud laporan dugaan pelanggaran 
dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2014 yang 
menjadi salah satu dasar pada Standar Operasional Prosedur tentang 
Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Sentra 
Penegakan Hukum Terpadu adalah laporan yang disampaikan secara 
tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak 
pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas 
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Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD. Dan Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas 
Pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa 
data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. 
Menurut data yang telah penulis peroleh dari pihak sentra gakkumdu di 
Panwaslu kota Makassar bahwa ada sekitar 34 dugaan laporan yang 
diterima dan 6 kasus temuan yang masuk pada Panwaslu kota Makassar 
dan ditangani oleh Sentra Gakkumdu.  
Dengan demikian nampak jelas gambaran diatas seiring 
pendapat penulis bahwa pesta demokrasi kemarin menimbulkan 
maraknya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilihan 
umum legislatif Tahun 2014 dan hasil tersebut melahirkan Anggota 
Legislatif dari hasil yang curang pula sehingga harapan rakyat Bangsa 
Indonesia untuk memperbaiki sistem demokrasinya yang sejahtera akan 
jauh dari perbaikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, 
berikut ini hasil temuan dan laporan yang mendapatkan penindaklanjutan 
dari pihak panitia pengawas pemilu : 
3.1. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu 
Laporan yang masuk dalam panwaslu kota makassar dan 
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Sumber : Data Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar pada Pemilihan 
Umum Legislatif Tahun 2014. 
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Laporan yang diterima oleh panwaslu dan ditangani oleh sentra 
gakkumdu berdasarkan data yang penulis peroleh diatas sebagian besar 
hanya pelanggaran administrasi ,  dan tidak dilanjutkan pada proses lebih 
lanjut, hemat penulis pelanggaran tersebut hanya diteruskan untuk 
valildasi lebih lanjut di Komisi Pemilihan Umum (KPU).  
3.2. Temuan yang diperoleh oleh Panwaslu kota Makassar 
Temuan yang diperoleh dan diterima oleh panwaslu kota 
makassar pada pemilihan umum legislatif 2014 dan ditangani oleh sentra 
gakkumdu sebagai berikut dalam bentuk tabel : 
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Sumber : Data Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar pada Pemilihan 
Umum Legislatif Tahun 2014. 
 
Panwaslu Kota Makassar menerima laporan pelanggaran Pemilu 
Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Kota Makassar yang berasal dari 
masyarakat umum, dan menerima hasil temuan dari pengawas Pemilu. 
Dalam hal ini adalah Laporan dan Temuan yang diduga merupakan 
Tindak Pidana Pemilu. Setelah menerima laporan atau Temuan adanya 
dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi 
dengan Sentra Gakkumdu. Selanjutnya dalam rapat Sentra Gakkumdu 
akan merekomendasikan kepada Panwaslu untuk melengkapi syarat-
syarat serta melakukan hal-hal sebagai berikut : 
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1. Menentukan dan mengklarifikasi saksi, ahli dan terlapor 
2. Mempersiapkan materi dalam klarifikasi 
3. Mengidentifikasi atau mengumpulkan barang bukti dan 
4. Melengkapi administrasi dalam klarifikasi. 
Data-data yang terkumpul inilah nantinya yang menjadi informasi 
Pengawas Pemilu dalam menangani proses Pelanggaran Tindak Pidana 
Pemilu.  Sehingga apabila terbukti telah memenuhi unsur tindak pidana 
pemilu maka diteruskan penanganannya kepada kepolisian , dan apabila 
memenuhi unsur – unsur tindak pidana pemilu maka kepolisian akan 
segera melakukan penyidikan hingga cukup alat bukti untuk dilimpahkan 
kejaksaan hingga mendapatkan putusan di pengadilan. Analisis penulis 
mengenai Mekanisme penanganan dengan sinergi antar lembaga 
demikian ini diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjawab 
berbagai kendala penanganan tindak pidana pemilu yang selama ini 
dikhawatirkan terjadi. Terutama kekhawatiran tentang ketidaksepahaman 
penerapan peraturan antara pengawas pemilu dengan Kepolisian dan 
Kejaksaan. Adapun proses alur penanganan tindak pidana pemilu yang 
dibuat dalam bentuk skema dan terlampir pada halaman suatu karya 
ilmiah ini untuk semakin memperjelas arah hukumnya apabila adanya 
temuan ataupun laporan yang dilakukan oleh penyelenggara negara 













Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan 
diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus 
terwujud dengan ketentuan Undang – Undang yang unsur – 
unsur didalamnya telah ada pembuktiannya untuk memenuhi 
unsur tindak pidana pemilu. Pilihan terhadap sistem pemilu 
harus memperhatikan implikasi dan berusaha mengantisipasi 
akibat – akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensif. 
Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berjalan lancar 
tanpa kendala, kunci utama dalam sistem pemilu adalah 
mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan 
mempersempit akibat negatif pemilu. Hemat penulis, 
implementasi dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
masih belum mencapai hasil yang maksimal.    
2. Proses penanganan tindak pidana oleh sentra gakkumdu yang 
merupakan forum kesepahaman yang terdiri dari 3 (tiga) 
lembaga hukum yakni panwaslu , kepolisian dan kejaksaan . 
Ketiga lembaga tersebut menangani temuan dan laporan yang 
telah panwaslu terima sebelumnya dari masyarakat. Sebelum 
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wadah Sentra Gakkumdu terbentuk, ada kesulitan bagi 
pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti temuan atau 
pelaporan pidana Pemilu. Misalnya, ada beberapa kasus yang 
diteruskan oleh pengawas Pemilu, tapi ditolak Kepolisian 
karena dinilai tidak cukup bukti. Potensi pelanggaran pidana 
Pemilu cukup tinggi dalam setiap tahapan Pemilu 2014. 
Dengan demikian, diperlukan satu langkah preventif dan 
terpadu antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan untuk mengatasi 
potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Mekanismenya, 
semua laporan pelanggaran Pemilu legislatif di Kota Makassar 
akan masuk melalui satu pintu yakni Panwaslu Kota 
Makassar. Kedudukan sentra gakkumdu pada proses 
penanganan tindak pidana memberikan solusi agar suatu 
pelanggaran tindak pidana pemilu mendapatkan penanganan 





Adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai hasil penelitian 
yang penulis peroleh sebagai berikut : 
1. Perlunya pengkajian lebih spesifik lagi tentang prosedur 
pengananan tindak pidana pemilu sesuai dengan dasar 
penyelenggarannya yang termuat dalam Undang – Undang 
Nomor 8 Tahun 2012. Penulis mengharapkan penerapan 
hukum untuk kasus tindak pidana pemilu harus lebih 
mengutamakan pemberian efek jerah agar pelaku tidak akan 
mengulangi perbuatannya lagi karena dapat kita lihat pada 
prakteknya, pidana penjara masih sangat sulit diterapkan 
yang ada hanyalah hukuman percobaan yang menurut 
penulis itu masih belum bisa dikatakan memberikan efek 
jerah bagi pelaku.  
2. Penulis melihat terbentuknya sentra gakkumdu cukup baik 
untuk menangani kasus tindak pidana pemilu , tetapi akan 
lebih baiknya lagi apabila Standar Operasional Prosedur pola 
penanganan tindak pidana Pemilu ini dapat menyelesaikan 
tindak pidana Pemilu secara objektif, cepat, sederhana, dan 
memenuhi rasa keadilan. Penulis berharap akan lebih baik 
lagi dengan adanya perbaikan dari Standar Operasional 
Prosedur tentang Tindak lanjut dari hasil rapat bersama yang 
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